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harus mengutamakan keadilan restoratif, yakni penyelesaian yang memulihkan
hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengarahkan anak pada
pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan
menyeluruh ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan anak

sebagai pelaku benar-benar bersifat rehabilitatif dan menjamin masa depannya.

Adapun berdasarkan hasil analisa penulis syarat-syarat pelaksanaan
perlindungan anak, Ini merupakan prinsip-prinsip normatif dan operasional yang
harus dipenuhi agar perlindungan anak benar-benar efektif, terencana, dan
berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Syarat-syarat ini menekankan
pentingnya nilai kebenaran, keadilan, manfaat, tanggung jawab, dan konsistensi

dalam perlindungan anak.

Syarat- syarat pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut :

a) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

b) Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum.

¢) Secara rasional positif.

d) Dapat dipertanggungjawabkan.

¢) Bermanfaat untuk yang bersangkutan.

f) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif

kepentingan yang mengatur. L

o) Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara =

konsisten, mempunyai rencana operasional, memper

manajemen.
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h) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan).

1) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan
pribadi/kelompok .

J) Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

k) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.

1) Berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan

target.
m) Tidak merupakan faktor kriminogen.
n) Tidak merupakan faktor viktimogen.

Berdasarkan hasil kajian penulis, alasan mengapa anak membutuhkan
perlindungan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun anak yang rentan.
Perlindungan ini meliputi semua aspek: dari peradilan, kesejahteraan, hingga
perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Adapun kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak
sebagai berikut :

a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
b) Perlindungan anak dalam proses peradilan.

¢) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan,

dan lingkungan sosial).

d) Perlindungan ~anak dalam masalah  penahanan dan

kemerdekaan.
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D : |
¢) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan

anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan,
memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.
f) Perlindungan anak-anak jalanan.
g) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
h) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.
Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan.

Selanjytnya pada pelaksanaa perlindungan anak, setidakny ada tiga dasar.
Dasar filosofis (Pancasila), dasar etis, dan dasar yuridis (UUD 1945 dan UU
lainnya)  menunjukkan bahwa perlindungan anak memiliki legitimasi dan
kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum dan nilai sosial Indonesia.

a) Dasar filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga,

bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan

perlindungan anak.
b) Dasar etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang

berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan

anak .

¢) Dasar yuridis.
Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD |

berbagai peraturan perundang-undangan yang bel'laku.
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Orang tua bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan
melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,
bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada
anak. Karena pada kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan
sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau
pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian
sang anak.

Dalam Sulis Setyowati (2021 : 88 ) Pada perlindungan anak dalam sistem
peradilan harus ditekankan pentingnya keadilan restoratif dan diversi dalam
sistem peradilan pidana anak. Kedua pendekatan i bertujuan menghindan efek
negatif dan sistem peradilan konvensional terhadap anak, dan menekankan pada
penyelesaian yang adil, humanis, dan membangun masa depan anak yang lebih
baik. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana
memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan berpihak pada
kepentingan mereka.

a) Keadilan Restoratife (Restoratif Justice).
Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan tidak melulu memalui
jalur peradilan formal. Dalam hal ini diberikan alternatif dengan pendekatan

keadilan restoratif, Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik terutama

bagi masa depan anak serta mempertimbangkan keadilan bagi korban.

restoratif sebagai upaya menghindarkan anak dari pembalasan ¢
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peradilan pidana dilakukan upaya yang dinamakan dengan restorative
Justice, dengan cara persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di
lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan,
dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan
dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
b) Diversi

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang win
win solution. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses
peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan
pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.
Mekanisme peradilan akan memberikan stigma bagi anak sebagai pelaku
atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Sehingga terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana alangkah lebih baiknya dihindarkan dari proses
peradilan pidana yang konvensional dan beralih kepada proses penyelesaian

perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.

Putusan Nomor : 66/Pid.Sus.Anak/2024/Pn.Tng Mengabaikan Asas Ultimum

Remidium

Putusan pengadilan negeri tangerang pada nomor
66/Pid Sus.Anak/2024/Pn.Tng menjadi sorotan Karena penulis menganggap

mengabaikan asas ultimum remedium dalam penyelesaian perkara pldana

melibatkan anak sebagai pelaku, Dalam hukum pidana anak e

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun
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No. 35/2014 mengatur perbuatan dengan saksi pidana pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00
(tujub puluh dua juta rupiah) tanpa/tidak dilakukan upayakan diversi oleh
Penyidik, Jaksa,Hakim adalah suatu yang bertentangan Pasal 7 ayat (1) UU
No.11/2012, “Penyelenggaraan diversi wajib  diupayakan sejak tingkat
penyidikan, penuntutan, dan pada tahap pemeriksaan perkara anak di sidang
pengadilan”™  Kemudian ‘“diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a). diancam dengan pidana
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. b). bukan merupakan pengulangan tindak
pidana”. Kemudian Pasal 29 ayat (1) UU No.11/2012, “Penyidik wajib
mengupayakan diversi dalam wakwu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan
dimulai”, Pasal 42 ayat (1) UU No.11/2012 “Penuntut umum wajib
mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas

perkara dari penyidikan”.

Dalam Putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng, terhadap barang
bukti yang di tetapkan dan atau penjelasan dalam pertimbangan tentang berita
acara diversi laporan penelitian kemasyarakatan, sebagaimana di atur dalam Pasal
29 ayat (4) UU No.11/2012,"Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib

melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan

melampirkan berita acara diversi laporan penelitian  kemasyarakatan”.

Selanjutnya Pasal 42 ayat (4) UU No.11/2012, “Dalam hal diversi gaga
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kemasyarakatan”. Hal demikian mempertegas bahwa tidak pernah di lakukan
upaya di versi terhadap para anak pelaku yang merupakan amanat/prinsip

perlindungan anak dalam UU No.11/2012

Dengan demikian dalam kasus ini, mestinya hakim mempertimbangkan
berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan, termasuk usia, kondisi psikologis,
serta peran dari masing-masing anak pelaku. Sesuai dengan prinsip w/timum
remedium, pemidanaan terhadap anak harus dijadikan pilihan terakhir setelah

mempertimbangkan pendekatan lain seperti diversi.

Adapun kaitan temuan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini,
vaitu teori restorative justice dan teori perlindungan hukum merupakan teori
hukum yang relevan dalam memahami Putusan Nomor : 66/Pid. Sus.
Anak/2024/PN Tng terhadap anak dalam tindak pidana pembiaran yang
menyebabkan kematian. Teori-teori tersebut digunakan untuk menjelaskan serta
untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah
mengakomodasi prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku khususnya dalam

Putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng.

Iran Yulianto (2020 : 123) Jika di lihat dan sudut pandang teort
perlindungan hukum, dimana teori ini juga menjadi tujuan dari undang-undang
perlindungan anak, diamana yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak,
yaitu untuk menjamin terpenuhinya, hak-hak agar dapat hidup, tu |
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganhar .

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekera'san-ﬂ‘qn
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